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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi

Khusus guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus Mandalika yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus Mandalika, perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan

Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada

Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

www.peraturan.go.id



2017, No.383 -2-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5371);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5783);

9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012

tentangPerubahanatasPeraturan Presiden Nomor 90

Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 210);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan

Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 124 Tahun 2012tentangPerubahanatasPeraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional

dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 289);

11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 97);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-

IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Perizinan Bidang Industri dalam rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1934);

www.peraturan.go.id



2017, No.383 -4-

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40

Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1947);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman

Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1955);

17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1970);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-

DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di

Bidang Perdagangan dalam rangka Pelayanan Terpadu

Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modalsebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian

Wewenang di Bidang Perdagangan dalam rangka

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/PERMENTAN/

PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 836);

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Bidang Agraria Tata Ruang dan Pertanahan dalam
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Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman

Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2053);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014

tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2042);

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69

Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan

Nonformal dengan Modal Asing (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor1133);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1992)sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-

II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang

Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
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